
 
 

 

LAMPIRAN  1 

 

DRAFT WAWANCARA NOTARIS 

Narasumber   : WULAN LESTARI HARJA, S.H., M.Kn (PPAT) 

Waktu Pelaksanaan  : Senin, 115 Juni 2026 

Masa kerja sebagai Notarus rekanan BTN : 4 tahun 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Menurut Pandangan Ibu, apa kedudukan hukum covernote dalam 

rangkaian proses pemberian KPR di btn Tasikmalaya? Hanya sebagai surat 

keterangan yang berisi estimasi jangka waktu penyelesaian dokumen yang 

tertuang di dalam CN, seperti pemasangan APHT, Balik nama sertipikat. 

2. Secara pembuktian, apakah ibu mengklasifikasikan covernote sebagai akta 

autentik, akta dibawah tangan, atau hanya sekedar surat keterangan? 

Covernote hanya sekedar surat keterangan atau surat dibawah tangan. 

3. Apakah dalam kerjasama yg dilakukan dengan btn terdapat klausul yang 

mewajibkan notaris menerbitkan covernote agar dana kredit dapat 

dicairkan meskipun pengikatan jaminan belum selesai? Tidak ada klausul 

seperti itu, namun menerangkan tugas notaris dalam menyelesaiakan 

pengikatan jaminan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan. 

4. Seberapa besar kekuatan mengikat covernote tersebut terhadap Ibu sebagai 

notaris jika jangka waktu dijanjikan sudah terlampaui?apabila jangka 

waktu yang ditentukan dalam covernote sudah terlampaui namun 

pengerjaan belum selesai, maka pihak Bank meminta perpanjangan 

covernote. 

5. Dalam praktik di bank btn tasikmalaya, sejauh mana covernote menjadi 

syarat mutlak agar pembiayaan KPR dapat dicairkan oleh bank sebelum 

sertipikat hak tanggungan terbit? Dalam praktik di bank btn, covernote 

berfungsi untk menjamin keabsahan dari legalitas dokumen yang menjadi 

agunan, yaitu pengecekan sertipikat apakah sedang dalam proses 

pengikatan jaminan di pihak lain, apakah sudah di daftarkan untuk balik 

nama atas pihak lain. Selain itu covernote menjamin keabsahan bahwa 

peristiwa hukum benar telah terjadi, yaitu penandatanganan akta jual beli 

di depan notaris dan penandatanganan untuk pengikatan skmht maupun 

apht. 

6. Pasal 15 ayat 1 uujn menyatakan wewenang notaris Adalah membuat akta 

autentik. Menurut ibu, apakah penerbitan covernote yang bersifat non akta 

masih berada dalam koridor wewenang tersebut? Bila dikaitkan dengan 

kewenangan pembuatan akta autentik, maka covernote tidak termasuk di 

dalam kewenangan tersebut, karena covernote bukan merupakan akta, tapi 

berkaitan erat dengan isi yang tertuang di dalam covernote tersebut, bahwa 



 
 

 
 

betul akta autentik tersebut sudah ditandatangani oleh pihak yang 

berkepentingan, bahwa benar peristiwa hukum telah terjadi dan menjamin 

kepastian bahwa semuanya sudh dilakukan sesuai prosedur. 

7. Bagaimana pandangan ibu menanggapi pandangan akademis bahwa 

covernote merupakan perluasan paksa dar wewenang notaris demi 

kebutuhn perbankan atau hanya sekedar pelayanan administratif? 

Sebetulnya lebih ke pelayanan administratif, tidak hanya bagi perbankan, 

tapi juga untuk setiap pengguna jasa notaris yang membutuhkan jaminan 

atas pengerjaan dokumen-dokumen yang di mohon oleh Masyarakat yang 

menggunakan jasa notaris. 

8. Dalam menerbitkan covernote, apakah ibu mendasarkan pada standar 

prosedur yang ditetapkan oleh ikatan notaris Indonesia  (INI) atau 

mengikuti format standar dari bank btn? Tidak ada standar pembuatan 

covernote dari INI, hanya mengikuti klausul yang diminta oleh pihak 

bank, ada beberapa point yang wajib dicantumkan dalam covernote. 

9. Dasar hukum covernote dari INI? Tidak ada dasar hukum, hanya sebagai 

hukum kebiasaan yang di dasarkan pada kepercayaan. 

10. Apa pertanggungjawaban hukum notaris bila jangka waktu di covernote 

telah terlampaui namun pekerjaan belum selesai? Pertanggungjawaban 

hukum notaris hanya sebatas sanksi administrasi berupa denda yang di 

minta oleh pihak bank. Bila yang tersendat Adalah proses balik nama 

sertipikat, maka debitur atau nasabah bisa mengajukan gugatan secara 

perdata dan pihak bank menjadi pihak yang ikut tergugat karena dianggap 

lemahnya control dari pihak bank.  

11. Jika terjadi kredit macet saat agunan belum terpasang apht, bank 

kehilangan hak preferennya. Dalam kondisi ini sejauh mana notaris dapat 

digugat secara perdata atau bahkan dilaporkan secara pidana? Pihk bank 

dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap notaris karena telah 

menimbulkan kerugian secara materil, bahkan dapat dilakukan gugatan 

secara pidana oleh debitur atau nasabah apabila terdapat unsur pidana 

dalam kelalaian pekerjaan notaris tersebut, seperti penggelapan dana yg 

harusnya digunakan untuk proses pengikatan apht dan balik nama 

sertipikat. 

12. Bagaimana peran majelis pengawas notaris (MPN) atau ikatan notaris 

Indonesia (INI) dalam melindungi atau mengawasi notaris terkait 

maraknya sengketa akibat covernote KPR ini? Sejauh ini majelis maupun 

ikatan hanya berupaya untuk melakukan pembinaan. Bila ada hal serupa, 

maka notaris yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan dan 

pembinaan. Sansi terberat Adalah pencabutan izin praktek secara berkala. 
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